PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG

BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR /4 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

i,

BUPATI SOLOK SELATAN,

bahwa pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan
menurut Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Solok Selatan belum dapat
dilaksanakan secara efektif ;

bahwa belum efektifnya pemberian tambahan penghasilan
pegawai di Kabupaten Solok Selatan berdasarkan
Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pemberian
Tambahan  Penghasilan Pegawai Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dipengaruhi oleh
bencana non alam berupa pandemi COVID-19 yang
membuat lumpuh sendi kehidupan, perekonomian dan
tersendat jalannya roda pemerintahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu dilakukan perubahan
Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pemberian
Tambahan  Penghasilan Pegawai Di  Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok
Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi
Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4348);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4452);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);
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10.

11.

12,

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Repunlik Indonesia Nomor
4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang
Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 4586) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun
2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 6058);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang tata
cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
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21.

22,

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42);
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang
Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang
Tambahan penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
91, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4864);

Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2014 tentang
Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan
Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 392);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Tentang Pembentukan Produk Hukum  Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018

Tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
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Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126 Tahun 2019
tentang Petan Kapasitas Fiskal Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 987);

24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23
Tahun 2017 tentang Hari Sekolah;

25. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti
Pegawai Negeri Sipil;

26. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun
1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga
Pemerintah;

27.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449
Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri
Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah;

29. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 18 Tahun 2017
tentang pedoman pengelolaan keuangan BLUD Rumah

Sakit Umum Daerah Solok Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3
TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Solok Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2020 Nomor 3)
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 ditambah satu huruf yakni huruf d, sehingga pasal 8 berbunyi
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sebagai berikut :



Pasal 8

a. TPP berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada pegawai yang dalam
melaksanakan tugasnya berada didaerah memiliki kesulitan tinggi dan daerah
terpencil.

b. Alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas adalah 10 % dari besaran basic TPP.

c. Besaran alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas dihitung dengan
menggunakan rumus sebagai berikut :

A TPPTB = (10%*B TPP)
A TPPTB = | Alokasi TPP berdasarkan Tempat Bertugas
B TPP = | Basic TPP

d. Daerah di Kabupaten Solok Selatan yang memiliki kesulitan tinggi dan
. terpencil selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2. Ketentuan Pasal 37 Bab XVI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 37

(1) Pelaksanaan input produktifitas kerja melalui SIMANJA diberikan waktu
percobaan selama 3 (tiga) bulan sebelum diberlakukan secara efektif.

(2) Sebelum pemberlakuan SIMANJA secara efektif, untuk perhitungan
penerimaan TPP PNS, dokumen pelaporan disiplin dan produtifitas kerja
masih mengunakan format manual penerimaan TPP sebagaimana telah diatur

' dalam Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2017 tentang Tambahan
Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan
sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2017 tentang

Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok

Selatan.
3. Ketentuan Pasal 38 ayat (2) Bab XVII diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai
berikut :
BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38

(1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 41
Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Solok Selatan sebagaimana telah diubah menjadi
Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan \
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Bupati Nomor 41 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan ( Berita Daerah Kabupaten
Solok Selatan Tahun 2018 Nomor 37) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun
2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Solok Selatan masih tetap berlaku sepanjang tidak dilakukan
perubahan dalam Peraturan ini.

(3) Pemberlakuan SIMANJA secara efektif selanjutnya akan ditetapkan dengan

Keputusan Bupati dan atau Surat Edaran Bupati.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro

. Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 1 hprl 2020
RETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

BERITA DAERAHKABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 14



